
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3',l, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No:mor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 5494); 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 
17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah 
dibentuk Koordinator Wilayah Pendidikan Bidang 
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Subang ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Subang tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata 
Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang 
Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Subang. 

BUPATI SUBANG, 

Mengingat 

Menimbang 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH 
KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

BUPATI SUBANG 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
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PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, 
FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH 
KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor S679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 
dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana 
Tenis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 451); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 
Nomor 1); 

7. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas 
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 
Nomor 32); 

8. Peraturan Bupati S bang Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang 
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 
50); 

9. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17). 

Menetapkan 

r 



Koordinator Wilayah mempunyai tugas pokok 
melaksanakan koordinasi layanan administratif satuan 
pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal di 
wilayah kerjanya 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

Pasal 2 

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang~didikan 
berkedudukan sebagai unit kerja non str ct al yang 
dipimpin oleh seorang Koordinator yang asal dari 
Fungsional Pengawas atau pegawai Aparatur Sipil Negara 
lainnya, serta berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Subang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Subang; 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Subang; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Subang; 
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 

adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang 
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Subang; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam 
rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Koordinator Wilayah 
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan; 

(2) Pelaksanaan fungsi Koordinator Wilayah sebagai 
pelaksana teknis dibidang pendidikan, kegiatan 
operasionalnya diselenggarakan oleh Kelompok 
Jabatan Non Struktural menurut bidang tugasnya 
masing-masing ; 

(3) Koordinator Wilayah baik taktis operasional maupun 
teknis administratif berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam 
melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan 
hubungan fungsional dengan unit kerja lain yang 
berhubungan dengan fungsinya; 

(4) Koordinator Wilayah, dalam melaksanakan tugas wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
dan simplifikasi; 

Pasal 5 

BAB III 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Urn um 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3, Koordinator Wilayah, mempunyai 
fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dinas dalam 

pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 
sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal 

b. Pelaksanaan koo:rdinasi layanan pengelolaan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama clan pendidikan non formal ; 

c. Pelaksanaan pelayanan administrasi pendidikan anak 
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama 
dan pendidikan non formal ; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama clan pendidikan non formal ; 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 4 



A DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR: 66 

memerintahkan 
penempatannya 

pada tanggal Peraturan Bupati mi mulai berlaku 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

(1) Koordinator Wilayah wajib memberikan laporan 
tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, 
jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas; 

(2) Setiap Koordinator Wilayah wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
pimpinannya masing-masing serta menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya ; 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Wilayah 
dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan ; 

(4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya 
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pela po ran 
Pasal 6 


